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PERATUARAN DESA -………. 

KECAMATAN ……… KABUPATEN ………….
NOMOR:……….
TAHUN …………..
TENTANG

 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEKASIH

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA
	Menimbang
	:
	a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa;

b. ………………..
c. …………………………………..

	
	

	Mengingat
	:
	1. 
	Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4916);

	
	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	
	
	3. 
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

	
	
	
	

	MEMUTUSKAN:


Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ……………….
Dan 

KEPALA DESA ……………………
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DESA .................. TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEKASIH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
(1) Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
(3) Pekasih adalah Pejabat Pelaksana harian atau sebutan lain yang di angkat oleh kepala Desa dalam rangka membantu pemerintah desa dalam bidang pembangunan dan pembinaan kelompok tani.  

BAB II

PENGANGKATAN PEKASIH

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

 Pasl 2

(1) Pekasih di angkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi Persyaratan Umum dan Khusus

(2) Persyaratan Umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikuut:

a. Bisa baca tulis dan atau pernah sekolah;

b. Berusia 20 (Dua Puluh) Tahun sampai dengan 70 (Tujuh Puluh) Tahun

c. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa .................. dan atau sebagai anggota Kelompok tani atau kesubakan yang bersangkutan paling kurang 1 (Satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. Memenuhi kelengkapan Administrasi.

(3) Persysratan Khusus sebagaimana di maksud pada Ayat (1) adalah Persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Desa.

Pasal 3

         Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada 2 Ayat (2) hurup d, antara lain terdiri dari atas:

a. Photo Copi Kartu tanda penduduk dan atau Surat keterangan dari desa (Domisili/bertempat tinggal) paling kurang 1 tahun sebebum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga;

b. Pas photo warna ukuran 4x6 (4 lembar)

c. Surat Pernyataan betakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa  yang di buat oleh yang bersngkutan di atas kertas bermatrai;

d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, UUD 1945, Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI DAN Bhinneka tunggal ika , di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermatrai;

e. Surat Pernyataan bersedia menjadi bakal calon Pekasih kesubakan yang  di buat oleh yang bersangkuatan bermatrai.

f. Surat pernyataan patuh dan tunduk terhadap peraturan Desa ………………
Bagian Kedua (2)
MEKANISME PENGANGKATAN 
Pasal 4

(4) Mekanisme Pengangkatan pekasih ditingkat Desa dilakukan secara serentak dan  bergelombang.

(5) Mekanisme tentang pengangkatan Pekasih di bahas dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD serta lembaga-lembaga yang ada.
(6) Pengangkatan adalah pelaksanaan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa ..................;
(7) pengangkatan Pekasih tingkat Desa di masing-masing kesubakan yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan pekasih adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dan di setujui oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Pekasih;
BAGIAN KETIGA (3)
PENGANGKATAN (PEMILIHAN)

Pasal 5
(1) pengangkatan melalui proses pemilihanan secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, dapat di lakukan satu kali dalam lima tahun di masing-masing kesubakan sewilayah desa ..................
(2) pengangkatan melalui proses pemilihanan secara serentak dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhir masa jabatan pekasih 
(3) Pengangkatan melalui proses pemilihan Pekasih secara serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Pekasih di wilayah wilayah Desa ..................;
b. ketersediaan pelaksana harian Kepala wilayah, yang dimaksud pejabat Pekasih di lingkungan Desa .................. yang memenuhi persyaratan sebagai Pekasih di masing-masing kesubakan.
c. Pengangkatan melalui proses pemilihan Pekasih bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Pengangkatan Pekasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 di laksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Pengangkatan pekasih melalui proses pemungutan suara 

b. Pengangkatan pekasih melalui proses musyawarah 
(5) Pengangkatan pekasih melalui proses pemungutan suara sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat 1 huruf  a, meliputi tahapan-tahapan antara lain: 
(6) Kepala Desa Membentuk panitia pemilihan untuk pengangkatan secara serentak atu bergelombang, yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, Seorang Bendahara dan beberapa Anggota;

(7) Panitia pemilihan mempunyai tugas antara lain:

a. Mengumumkan yang di anggap strategis dalam wilalayah Dusun yang akan mengadakan pemilihan pekasih

b. Melaksakan pendaftaran untuk selanjutnya di sahkan oleh ketua panitia pemilihan

c. Melakukan penjaringan dan menerima pendaftaran bakal calon yang di lengkapi dengan persyaratan Administrasi selama 7 hari

d. Apabila dalam jangka waktu penjaringan dan pendaftaran terdapat 1 orang calon maka calon tersebut di anggap calon tetap dan  di angkat langsung yang di tetapkan dalam surat keputusan kepala desa.

e. mengumumkan calon yang berhak mengikuti peroses pemilihan dari hasil penjaringan dan penerimaan bakal calon 1 hari setelah masa pendaftaran dan di tuangkan dalam bentuk berita acara
(8) Panitia menetapkan biaya pemilihan, tempat pemilihan dan waktu pemungutan suara setelah di musyarahkan dengan kepala desa dan BPD

(9) Panitia melakukan pendataan pemilih di wilayah kesubakan yang mengadakan pemilihan

(10) Pendataan sebagai mana di maksud pada ayat 2 adalah pendataan anggota kesubakan sebagai daftar pemilih 
(11) Syarat menjadi daftar pemilih antara lain:
a.
Masa dalam menggaraf tanah sawah, setelah proses pengangkatan pekasih;

b.
Tanah sawah yang masuk di Dua kesubakan, tidak diperkenankan penggaraf masuk dalam Dua daftar pemilih dan memilih terdataf dalam salah satu kesubakan apabila proses pengangkatan dilakukan pada waktu yang sama;

c.
Objek tanah sawah yang mempunyai Dua atau lebih No. SPPT yang terdapat pada satu kesubakan, pendataan pemilih sesuai jumlah tanah sawah yang di garafnya.
(12) Panitia melakukan Verifikasi data pemilih dan di berikan kepada masing-masing calon untuk di evaluasi selama 3 hari

(13) Hasil Verifikasi dan evaluasi  data yang di anggap valid di tanda tangani oleh masing-masing calon 

(14) Panitia melakukan persiapan-persiapan untuk pemungutan suara selama 14 hari

(15) Pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat Pemungutan  suara, 1 hari setelah masa persiapan  

(16) Pleno di Desa selambat-lambatnya 1 hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat Dusun.

(17) Hasil pleno Desa di umumkan dan di tuangkan dalam bentuk berita acara yang selanjutnya di sahkan oleh kepala desa dengan persetujuan BPD.

BAB III

PEMBERHENTIAN PEKASIH

Pasal 6
(1) 
Kepala Desa memberhentikan Pekasih setelah dimusyswarahkan dengan Kepala Dusun setempat, BPD dan LKMD .

(2) Pekasih  berhenti karen:

a. Meninggal Dunia;

b. Permintaan sendiri; dan 

c. Diberhentikan.

(3) Pekasih di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hurup c karena:
a. Masa Jabatan berakhir

b. Kesehatan jasmani dan rohani sudah tidak efektip;

c. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan hukum tetap;
d. Berhalangan tetap;

e. Melanggar larangan sebagai pekasih

(4) Pembehentian Pekasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a, dan hurup b,ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 
BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PEKASIH

Pasal 7
(1) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan pekasih maka tugas pekasih yang kosong di laksanakan oleh pelaksana tugas yang di angkat oleh kepala Desa;

(2) Pelaksana yang dimaksud pada ayat 1, merupakan pejabat pekasih sementara yang di tentukan melalui surat keputusan kepala desa dan tembusannya di sampaikan kepada BPD;

(3) Pengisian jabatan pekasih yang kosong selambat-lambatnya 1 bulan sejak pekasih tersebut yang bersangkutan non aktiv dan atau di berhentikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

PENINGKATAN KAPASITAS DAN KESEJAHTERAAN PEKASIH

Pasal 8
(1) Pekasih yang telah di angkat dengan keputusan Kepala Desa berhak mengusulkan program yang di rencanakan dan yang dilaksanakn oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat;

(2) Selain Program Pekasih berhak mendapat penghasilan atau dengan sebutan lain dari anggotanya;

(3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dalam bentuk peraturan desa.
Bagian Kedua 

KEWAJIBAN PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 9
(1) Pekasih berkewajiban patuh dan tunduk terhadap peraturan desa;
(2) Pekasih berkewajiban melakukan tugas dan pokok fungsinya dalam  pembinaan secara berkeadilan terhadap Kesubakan dan berkoordinasi dengan kepala dusun selanjutnya di sampaikan ke pemerintah Desa.

(3) Pekasih berkewajiban melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada anggota binaannya.

(4) Pekasih berkewajiban memberikan laporan program-program fisik maupun Nonfisik yang bersumber dari pemerintah Pusat, Daerah I/II dan Pemerintah Desa.

(5) Pekasih berkewajiban memberikan memberikan kontribusi sebagai bentuk partisivasi terhadap desa sebesar Rp……………../Tahun
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian Pekasih di tetapkan dalam peraturan Desa selambat-lambatnya dalam satu bulan, setelah peraturan Desa ini ditetapkan.
Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya di sosialisasikan dalam berita Desa .................. Kecamatan Suela Kabupaten lombok Timur.

Ditetapkan di ………….
Disetujui bersama 


          Tgl. …………..
BPD Desa …………….. 


          Kepala Desa ............
Ketua






       Ttd

Ttd







………………….
 ………………..


        
Diundangkan di ..................
………………….
SEKRETARIS DESA ...................

.................

